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PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DALAM 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN1 

Oleh: Devan Happy Sondakh2 
 

ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana jenis-jenis tindak 
pidana pelanggaran yang dapat dikenakan 
sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial dan 
bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana 
dalam penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Jenis-jenis tindak pidana pelanggaran yang 
dapat dikenakan sanksi pidana, menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
yaitu bagi setiap orang yang tidak bersedia 
diminta keterangannya, termasuk membukakan 
buku dan memperlihatkan surat-surat yang 
diperlukan oleh mediator, konsiliator, arbiter 
atau majelis arbiter dan hakim untuk 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
berdasarkan undang-undang. Tidak bersedia 
melaksanakan kewajiban untuk dipanggil untuk 
menjadi saksi atau saksi ahli memenuhi 
panggilan dan memberikan kesaksiannya di 
bawah sumpah. Konsiliator, Arbiter dan Hakim 
tindak melaksanakan kewajiban merahasiakan 
semua keterangan yang diminta. 2. 
Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap 
tindak pidana pelanggaran dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dapat 
dikenakan terhadap setiap orang, Konsiliator, 
Arbiter dan Hakim apabila melanggar Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
dengan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 
(satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan 
dan atau denda paling sedikit Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).  
Kata kunci: Pemberlakuan ketentuan pidana, 
penyelesaian Perselisihan, hubungan industrial. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, menjelaskan Hubungan 
Industrial, yang merupakan keterkaitan 
kepentingan antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha, berpotensi menimbulkan 
perbedaan pendapat, bahkan perselisihan 
antara kedua belah pihak. Perselisihan di 
bidang hubungan industrial yang selama ini 
dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah 
ditetapkan, atau mengenai keadaan 
ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama maupun peraturan 
perundang-undangan.  

Pemerintah dalam upayanya untuk 
memberikan pelayanan masyarakat khususnya 
kepada masyarakat pekerja/buruh dan 
pengusaha, berkewajiban memfasilitasi 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan 
menyediakan tenaga mediator yang bertugas 
untuk mempertemukan kepentingan kedua 
belah pihak yang berselisih. Dengan adanya era 
demokratisasi di segala bidang, maka perlu 
diakomodasi keterlibatan masyarakat dalam 
menyelesaikan perselisihan hubungan 
industrial melalui konsiliasi atau arbitrase. 
Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase 
pada umumnya, telah diatur di dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
yang berlaku di bidang sengketa perdagangan. 
Oleh karena itu arbitrase hubungan industrial 
yang diatur dalam undang-undang ini 
merupakan pengaturan khusus bagi 
penyelesaian sengketa di bidang hubungan 
industrial.3 

Fakta yang terjadi di lapangan, tidak 
selamanya kesejahteraan bagi buruh/pekerja  
dapat tercapai. Hal tersebut dikarenakan ada 
beragam kepentingan yang turut serta dalam 
proses menuju kesejahteraan bagi 
buruh/pekerja. Pihak yang seringkali 
berseberangan pendapat adalah  buruh/pekerja 
itu sendri dengan pengusaha.4 

                                                           
3
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Pengusaha berkepentingan untuk  
memastikan jalannya usaha yang dilakukan,  
agar proses produksi yang dilakukan berjalan 
dengan lancar. Parameter yang dipakai oleh 
pemilik investasi/pemberi kerja tentunya 
laba/keuntungan. Di sisi lain, buruh/pekerja 
juga berkepentingan untuk mendapatkan upah 
dari hasil pekerjaannya. Upah dijadikan oleh 
buruh sebagai sarana untuk memperoleh 
kesejahteraan dalam hidupnya. Perbedaan 
pandangan antara keduanya sering kali 
berujung pada konflik yang terkadang terlibat 
konflik yang nyata dan terbuka.5 

Upaya untuk menyelesaikan sengketa akibat 
terjadinya perselisihan hubungan industrial 
tentunya akan melibatkan para pihak yang 
berkepentingan. Oleh karena itu Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
telah mengatur pemberlakuan ketentuan 
pidana dalam penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial apabila terbukti adanya 
tindak pidana pelanggaran hukum oleh pihak-
pihak tertentu yang dapat menghambat proses 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana 

pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi 
pidana menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan 
pidana dalam penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial ? 
 

C. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum normatif digunakan dalam 

menyusun penulisan ini. Metode penelitian 
hukum normatif menggunakan bahan-bahan 
hukum yang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan. 

 
PEMBAHASAN 
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelanggaran 

Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana 
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

                                                                                       
Industrial Yang Digunakan Oleh Buruh/Pekerja Dalam 
Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Jurnal) 
GEMA, THN XXVII/50/Pebruari -Juli 2015  ISSN : 0215-
3092.hlm.1782. 
5
 Ibid. hlm.1783. 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial  

Untuk membantu proses hukum 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 
maka diperlukan pengaturan hukum mengenai 
jenis-jenis perbuatan pelanggaran hukum yang 
dapat menimbulkan hambatan dalam proses 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Apabila jenis perbuatan tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka 
terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi 
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial mengatur mengenai jenis-jenis tindak 
pidana pelanggaran yang dapat dikenakan 
sanksi pidana, sebagaimana dinyatakan pada  
Pasal 122 ayat: 
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47 
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 
91 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi 
pidana kurungan paling singkat 1 (satu) 
bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan 
atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran. 

Pasal 12 ayat (1) Barang siapa yang diminta 
keterangannya oleh mediator guna 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
berdasarkan undang-undang ini, wajib 
memberikan keterangan termasuk 
membukakan buku dan memperlihatkan surat-
surat yang diperlukan.  

Pasal 22 ayat (1) Barang siapa yang diminta 
keterangannya oleh konsiliator guna 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
berdasarkan undang-undang ini, wajib 
memberikan keterangan termasuk 
membukakan buku dan memperlihatkan surat-
surat yang diperlukan. Ayat (3) Konsiliator wajib 
merahasiakan semua keterangan yang diminta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Pasal 47 ayat (1) Barang siapa yang diminta 
keterangannya oleh arbiter atau majelis arbiter 
guna penyelidikan untuk penyelesaian 
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perselisihan hubungan industrial berdasarkan 
undang-undang ini wajib memberikannya, 
termasuk membukakan buku dan 
memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. 
Ayat (3) Arbiter wajib merahasiakan semua 
keterangan yang diminta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).   

Pasal 90 ayat (2) Setiap orang yang dipanggil 
untuk menjadi saksi atau saksi ahli 
berkewajiban untuk memenuhi panggilan dan 
memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. 

Pasal 91 ayat (1) Barang siapa yang diminta 
keterangannya oleh Majelis Hakim guna 
penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial berdasarkan undang-
undang ini wajib memberikannya tanpa syarat, 
termasuk membukakan buku dan 
memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. 
Ayat (3) Hakim wajib merahasiakan semua 
keterangan yang diminta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan 
memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya.”6  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
Pasal 1 angka 26.  Saksi adalah orang yang 
dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 
dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami 
sendiri. Pasal 1 angka 27.  Keterangan saksi 
adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dan 
pengetahuannya itu. 

 Pasal 184 KUHAP ayat: 
(1) Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak 
perlu dibuktikan.7 
  

                                                           
6
 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit.hlm. 346. 

7
 Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. Pasal 11 ayat: 
(1) Mediator dapat memanggil saksi atau saksi 

ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna 
diminta dan didengar keterangannya. 

(2) Saksi atau saksi ahli yang memenuhi 
panggilan berhak menerima penggantian 
biaya perjalanan dan akomodasi yang 
besarnya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri. 

Pasal 21ayat: 
(1)  Konsiliator dapat memanggil saksi atau 

saksi ahli untuk hadir dalam sidang 
konsiliasi guna diminta dan didengar 
keterangannya; 

(2) Saksi atau saksi ahli yang memenuhi 
panggilan berhak menerima penggantian 
biaya perjalanan dan akomodasi yang 
besarnya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri. 

Pasal 46 ayat: 
(1) Arbiter atau majelis arbiter dapat 

memanggil seorang saksi atau lebih atau 
seorang saksi ahli atau lebih untuk didengar 
keterangannya. 

(2) Sebelum memberikan keterangan para saksi 
atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah 
atau janji sesuai dengan agama dan 
kepercayaan masing-masing. 

(3) Biaya pemanggilan dan perjalanan 
rohaniawan untuk melaksanakan 
pengambilan sumpah atau janji terhadap 
saksi atau saksi ahli dibebankan kepada 
pihak yang meminta. 

(4) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau 
saksi ahli dibebankan kepada pihak yang 
meminta. 

(5) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau 
saksi ahli yang diminta oleh arbiter 
dibebankan kepada para pihak. 

Pasal 90 ayat: 
(1) Majelis Hakim dapat memanggil saksi atau 

saksi ahli untuk hadir di persidangan guna 
diminta dan didengar keterangannya. 

(2) Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi 
saksi atau saksi ahli berkewajiban untuk 
memenuhi panggilan dan memberikan 
kesaksiannya di bawah sumpah. 
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B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial  
Hukum pidana adalah hukum yang 

mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 
yang bersangkutan. Kejahatan adalah 
perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya dapat berupa hukuman denda, 
hukuman penjara, hukuman mati dan 
kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 
hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan 
hakim.8 

Tujuan hukum pidana ada dua macam, 
yaitu: 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar 

tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi 
preventif/pencegahan); 

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana agar menjadi orang yang 
baik dan dapat diterima kembali dalam 
masyarakat (fungsi represif) kekerasan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum 

pidana adalah untuk melindungi masyarakat. 
Apabila seseorang takut untuk melakukan 
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, 
semua orang dalam masyarakat akan tenteram 
dan aman.9  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial mengatur mengenai jenis-jenis tindak 
pidana pelanggaran yang dapat dikenakan 
sanksi pidana, sebagaimana dinyatakan pada  
Pasal 122 ayat: 
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47 
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 
91 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi 
pidana kurungan paling singkat 1 (satu) 
bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan 
atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

                                                           
8

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, 
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hlm. 60. 
9
 Ibid, hlm. 61. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran. 

Larang; melarang; memerintahkan supaya 
tidak melakukan sesuatu; tidak 
memperbolehkan berbuat  sesuatu.10 

Mengenai hubungan kerja juga sering kali 
terjadi kesalahpahaman antara pengusaha dan 
pekerja atau buruh, tidak tertutup 
kemungkinan setiap hubungan itu akan 
diwarnai perselisihan. Hal itu dipicu dari adanya 
perbedaan kepentingan antara pekerja atau 
buruh dan pengusaha yang pada gilirannya 
menimbulkan banyak persoalan dalam 
hubungan industrial.11 

Untuk menyelesaikan perselisihan hubungan 
industrial, maka semua pihak perlu menaati 
dan mematuhi peraturan perundang-undangan 
yang berlaku agar tidak terjadi jenis-jenis tindak 
pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial, baik oleh 
perorangan, konsiliator, arbiter dan hakim, 
sehingga proses hukum penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dapat berjalan 
dengan baik dan memuaskan para pihak yang 
berselisih. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 12  Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 
dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 
diingat bahwa larangan ditujukan kepada 
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.13  

Antara larangan dan ancaman pidana ada 
hubungan yang erat, oleh karena di antara 
kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang 
satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. 
Kejadian tidak dapat dilarang jika yang 

                                                           
10

Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit.hlm. 242. 
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Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, 
Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, DSS Publishing. 
Jakarta. 2006, hlm .20. 
12

Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59. 
13
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menimbulkan bukan orang dan orang tidak 
dapat diancam pidana, jika tidak karena 
kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru 
untuk menyatakan hubungan yang erat itu, 
maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu 
suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada 
dua keadaan konkret: pertama, adanya 
kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang 
yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.14  

Delik kejahatan dan delik pelanggaran 
dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP 
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, 
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak 
menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud 
dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, 
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-

syarat yang membedakan antara delik 
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya 
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang 
terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik 
kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai 
delik pelanggaran.15 

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari 
ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP 
menentukan adanya hukuman pokok dan 
hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah: 
1. Hukuman mati; 
2. Hukuman penjara; 
3. Hukuman kurungan; 
4. Hukuman denda. 

Hukuman tambahan adalah: 
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Perampasan/penyitaan barang-barang 

tertentu, dan 
3. Pengumuman putusan hakim.16 

Perbedaan antara hukuman pokok dan 
hukuman tambahan, adalah hukuman pokok 
terlepas dari hukuman lain, berarti dapat 
dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. 
Adapun hukuman tambahan hanya merupakan 
tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak 
dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok 
(tidak mandiri).17  

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa 
menegakkan hukum ialah memaksa 
mengindahkan norma-norma hukum. 
Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi 
hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita 

                                                           
14

 Ibid. hlm. 59-60. 
15

Ibid, hlm. 169. 
16

Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hlm. 65-66. 
17

Ibid, hlm. 66. 

khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. 
Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), 
derita kehilangan kebebasannya (penjara dan 
kurungan), derita kehilangan sebagian 
kekayaan (hukuman denda dan perampasan) 
dan derita kehilangan kehormatannya 
(pengumuman keputusan hakim). Penegakan 
hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga 
yang terdiri atas derita dihadapkan di muka 
pengadilan dan derita kehilangan sebagian 
kekayaannya guna memulihkan atau mengganti 
kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. 
Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga 
terdiri atas kebatalan perbuatan yang 
merupakan pelanggaran hukum. Baik batal 
demi hukum (van rechtswege) maupun batal 
setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran 
hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan 
juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak 
menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.18 

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah 
merupakan reaksi atas pelanggaran hukum 
yang telah ditentukan undang-undang, mulai 
dari penahanan, penuntutan sampai, sampai 
pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon 
menyatakan, bahwa bagian terpenting dari 
setiap undang-undang adalah menentukan 
sistem hukum yang dianutnya. Masalah 
kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam 
hukum pidana, tidak terlepas dari masalah 
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pemidanaan.19 

Keistimewaan hukum pidana terletak pada 
daya paksanya yang berupa ancaman pidana 
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi 
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek 
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana 
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak 
ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang 
diadakan di lapangan lain dengan pengancaman 
hukuman. Kewajiban-kewajiban yang 
ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat 
memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 

                                                           
18

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng 
dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, 
Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, 
Jakarta, 2010, hlm. 383-384. 
19

 Ibid, hlm. 92. 
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Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.20 

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum 
pidana merupakan salah satu penderitaan yang 
istimewa sebab pidana yang diancamkan 
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang 
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada 
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan 
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara 
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah 
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai 
dengan perkembangan dan pertumbuhan 
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut 
adalah untuk melindungi kepentingan orang 
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum 
pidana menggunakan ancaman pidana dan 
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan 
pengorbanan yang harus ditanggung oleh 
korban kejahatan atau pelanggaran.21 

Jenis-jenis tindak pidana pelanggaran yang 
dapat dikenakan sanksi pidana menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
yang telah terbukti secara sah menurut hukum 
dilakukan oleh perorangan maupun saksi akibat 
tidak bersedia diminta keterangannya, 
termasuk membukakan buku dan 
memperlihatkan surat-surat yang diperlukan 
oleh mediator, konsiliator, arbiter atau majelis 
arbiter dan hakim untuk penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial berdasarkan 
undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana 
termasuk bagi Konsiliator, Arbiter dan Hakim 
tindak melaksanakan kewajiban merahasiakan 
semua keterangan yang diminta. 

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap 
tindak pidana pelanggaran menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
dalam upaya penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial merupakan bagian dari 
upaya penegakan hukum untuk mendukung 
proses penyelesaian sengketa akibat adanya 
perselisihan perselisihan: hak, kepentingan, 
pemutusan hubungan kerja; dan perselisihan 

                                                           
20

 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit, hlm. 211. 
21

 Ibid. hlm. 211-212. 

antar serikat pekerja/serikat buruh hanya 
dalam satu perusahaan. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Jenis-jenis tindak pidana pelanggaran 
yang dapat dikenakan sanksi pidana, 
menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial yaitu 
bagi setiap orang yang tidak bersedia 
diminta keterangannya, termasuk 
membukakan buku dan memperlihatkan 
surat-surat yang diperlukan oleh 
mediator, konsiliator, arbiter atau majelis 
arbiter dan hakim untuk penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial 
berdasarkan undang-undang. Tidak 
bersedia melaksanakan kewajiban untuk 
dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi 
ahli memenuhi panggilan dan 
memberikan kesaksiannya di bawah 
sumpah. Konsiliator, Arbiter dan Hakim 
tindak melaksanakan kewajiban 
merahasiakan semua keterangan yang 
diminta. 

2. Pemberlakuan ketentuan pidana 
terhadap tindak pidana pelanggaran 
dalam penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dapat dikenakan 
terhadap setiap orang, Konsiliator, 
Arbiter dan Hakim apabila melanggar 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 
Tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial dengan sanksi 
pidana kurungan paling singkat 1 (satu) 
bulan dan paling lama 6 (enam) bulan 
dan atau denda paling sedikit Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah).  

 
B. Saran 

1. Untuk mencegah terjadinya jenis-jenis 
tindak pidana pelanggaran yang dapat 
dikenakan sanksi pidana, menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 
Tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial diperlukan ketaatan 
dan kepatuhan terhadap hukum oleh 
setiap orang termasuk Konsiliator, 
Arbiter dan Hakim tindak untuk dapat 
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melaksanakan kewajibannya sesuai 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

2. Pemberlakuan ketentuan pidana 
terhadap tindak pidana pelanggaran 
dalam penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial perlu diterapkan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
hukum yang apabila pelaku telah terbukti 
secara sah menurut hukum melakukan 
pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. Hal itu 
diperlukan untuk memberikan efek jera 
bagi pelaku dan bagi pihak lain 
merupakan peringatan untuk tidak 
melakukan perbuatan yang sama. 
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